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ABSTRACT 

 

 The main problem of Indonesia’s migrant workers, especially legal and 

unskilled ones in Singapore, are illegal workers smuggled and employed in 

household and company for greater benefit. Talking about policy is an activity or 

act that is carried out intentionally in order to achieve certain goals and objectives 

in terms of KUR for prospective migrant workers to 6-month cost required 23 

million rupiahs. 

 This research used descriptive qualitative approach with qualitative 

descriptive format. The data used is primary data acquired through Focus Grup 

Discussion (FGD), Indepth interview, observation and documentation. While the 

data analysis technique is qualitative data analysis. 

 The result can be concluded that :The implementation of Government 

Policy no 39 2004 concerning the placement and protection of workers abroad has 

not been able to run as expected for prospective migrant workers and The Law of 

the distribution of people’s business loan directly related to the needs of 

prospective migrant workers based on Presidential Decree No 19 20015 

concerning The Financing Policy Comittee for micro, small and medium 

enterprises for prospective migrant workers in meeting the needs or cost problems 

starting from administrative requirements, attending education, training, taking 

professional certification as  household assistant, the first 6-month living cost in 

destination country which is Singapore. Indonesia migrant workers (TKI) is still 

hard to get loan through People’s Business Loan because of their low financial 

literacy rate. Besides the procedure for applying people’s business loan (KUR) to 

go abroad is still complicated, they prefer loan from relatives, close friends or 

Man Power Service Provider (PJTKI) with 13% interest, while the government 

interest is 7%. PJTKI has helped providing loans for Indonesia Migrant Workers 

with easier access, especially initial capital in destination country. The 

standardization of people’s business loan requirement must be monitored by OJK 

and Kemenkop , The banks that don’t meet the same standards and make it hard 

for migrant workers to get loans must be subjected to sanctions. BNP2TKI policy 

model that fits for people’s business loan (KUR) disbursement is implementing 

KSKK which is integrated in environment, socialization, comittment and 

performance, and the most important emphasizing on effective, efficient and 

integrated system repairement. 

 

Keyword : Implementation, Policy, People’s Business Loan, Policy no 39 

2004   

 

 

 

 



 

ABSTRAK 

Permasalahan utama tenaga kerja Indonesia khususnya penempatan di 

negara Singapore yang legal dan unskill, lebih-lebih yang illegal sengaja di 

selundupkan dan diperkejakan pada asisten rumah tangga maupun perusahaan 

untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penyaluran tenaga kerja yang 

bermasalah kebanyakan yang illegal, kategori bisnis to bisnis. Berbicara kebijakan 

merupakan kegiatan atau tindakan yang sengaja di lakukan oleh pemerintah guna 

mencapai maksud dan tujuan tertentu dalam permasalahan pencairan KUR untuk 

keperluan calon TKI sejak penempatan sampai biaya selama 6 bulan diperlukan 

dana sebesar 23 juta.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif dengan format 

deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan 

melalui Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam, Observasi, serta 

dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Implementasi kebijakan 

pemerintah Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga 

kerja di luar negeri  belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan bagi 

calon tenaga kerja yang bersangkutan, undang-undang tentang penyaluran kredit 

usaha rakyat yang berkaitan langsung dengan keperluan dana calon tenaga kerja  

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2015 tentang komite kebijakan 

pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk calon TKI dalam  memenuhi 

kebutuhan atau permasalahan biaya dimulai dari persyaratan administrasi, 

mengikuti pendidikan, pelatihan, menempuh sertifikasi profesi sebagai asisten 

rumah tangga, biaya hidup selama 6 bulan pertama di negara tujuan yaitu 

Singapura. TKI memang masih susah meminjam lewat KUR lantaran tingkat 

literasi keuangan TKI rendah, Selain itu prosedur untuk mengajukan KUR juga 

rumit untuk berangkat keluar negeri, TKI lebih memilih meminjam dari saudara 

atau teman dekat atau memilih memijam dari Penyalur Jasa Tenaga Kerja 

Indonesia (PJTKI) meski dengan bunga 13%, sedangkan bunga pemerintah 7%. 

Karena PJTKI selama ini telah membantu memberikan pinjaman kepada para TKI 

dengan akses lebih mudah, terutama untuk modal awal bagi para TKI di negara 

tujuan. Kemudian standarisasi persyaratan KUR juga harus dipantau oleh OJK 

dan Kemenkop, bank yang tidak sama standarnya dan menyulitkan TKI wajib 

kena sanksi. Model kebijakan BNP2TKI yang sesuai untuk pencairan KUR TKI 

dengan melakukan penerapan KSKK yaitu terintegrasi antara kondisi lingkungan, 

sosialisasi, komitmen dan kinerja, serta diutamakan perbaikan sistem yang lebih 

efektif, efisien dan terintegritas. 
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